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TENTANG

PEMBENTUKAN. PENGHAPUSAN NAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

tJ[:NGAN RAHMAT Tt]IJAN YANri MAI-IA ESA

Menttnbarttl

BUPATI PATI

bahwa dalarrr rangka meningkdtkan kelancararl

penyelenggaraan Pemenntahan Keltlrahatr serta melnberikan

kenrudahan pelayanan kepada masyarakat, maha atas prakarsa

masyarakal dapat dilakukan Penrbentukan, Pengnapusan dan

Penqgabungan Kelurahan ;

bahwa berdasarkan Keputusari ll4enleli Dalam Negert Nomor 65

Tahun 1999 tentanE Pedornart [Jmum Pengalirran Mengettai

Pentberrtukan Kelurahart. nlaka per!ti nrengatu{ Perl.}rlentukan,

irercf ,;lpusan dart Pengq;aburigan Keluratian :

?ztr



Mengrngat

i.iahwa ur.rti.rl.t nraksud tarsef,tut perlir rlratLrr {lan drtetapkarr

dengan Peratiiran Daerah ,

llrrdang r:nclarrqi Nomor 1:) T'alrun 1950 tentang

Pernbentukan Dat-.rah daerair Kabtrpaten clalam

L.rngkurrgan Propirrsi .lawa Tengan (Berrta Negara 
.fahirrt 

1950) ;

LJrrclane - {lf!danq Nornor ?? Tahun 1999 tettl;rrt(i

Pemerinlaharr Daerati (Lernhrararr Negara Republik inrlt;rtesia

ialrun .l999 Nonror ti0, Tarnbahan Lembarart Negara N{rrrtor*

:lfJ39i ;

Llrrclang - irndarrg Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perirnbangan Keuarrgan antara [reirelrrrtah Pusat r-iatr Daerah

(Lembaran Neqara Repubiik Indr"rnesta Tahun 1999 Nomor 72,
'l'ambahan Lembaran Negara Nonror 38aB) ,

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Beniuk

[.{ancangan Undang - undang, Rancangan Peraturart

Pemerirrtah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran

Nellara Repubiik lndorresra'[ahun 1999 Nornor 70) ;

Keprrtusan Nlenteri Dalam Negert Nomor 63 Tahun 1999 tentanE ,

frelurrjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristtlaltan daiam

Penyelerr,r;garaarr Penterintahan Desa dan Kelurahan ;

Keprrtusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 TahLtn .l !)99 tentang

Peiicrlaii Litrrirrn Feng:.ltttran Mettqenai [rerr'ri-rentukart

Keiirrahart .
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABIJPATEN PATI TENTANG

PEMBENTUKAN. PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud derrgan ,

a. Daerah adalah Kabupaten Pati :

b. Pernerintahan Daerah adalah penyetenggaraan pemerintahan

Daerah Otonorn oleh Pernerintah Daerah dan DPRD menurut
asas Desentralrsasr ,

c. Pemerintali Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten
Pati ,

d Bupati adalah Birfratr Pati ;

e Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DFRD adalah Badan Legrslatrf Daerah Kabupaten Pati ;

f Kecamalan adalah wilayalr kerla Carnat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten Pati ,

S Camat atJalah Fejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang

memimpir"r wilayah kerla Kecarnatan yang bersangkutan,
berkedudukan dibawah rlan bertanggung lawab kepada Bupati .

h. Kelurahan adalah Wilayah kerla iurah sebagai Perangkat
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Daerah Kaliupaten Pirtr dr llrwah Carnat

Lttrah adalatr Kepaia Keliiratrlrti til Kalrupaten Pi-rtr .

Pembentukan Keltlrilirarr .rrlalalr trrr(jilkart nreriqadaki.lrr

Kelurahan Baru drluar Keirrr.rlialt yarro telah acl;.r atau akrl-;ilt

Pemecahan Desa ,

Pemecaharr Kelurairarl a(JirlaIi trnd:rkan rrterrgadakan l(eirrrahelri

Baru dari Kelurahari Van(l :iirriair ada :

Pettghapusan Ktiltrt;rlr.,:r

Kelurairan yarig ada ,

Penggabungan Keluralran atlaiah trndakan menyatukan diri'r

Kelurahan atau lebrlr merrladi satu Kelurahan ;

Kawasan Perkotaarr adalah Kawasan yang rnempunyai kegiatan

utama bukan pertanrarr derrgan susunan fungsi kawasan

sebagai tempat pemukrrtrant perkotaan, pemusatan dan

distribusi pelayanan jasa, pernerrntahan, pelayanan sosial dan

kegiatan ekonomi ;

Desa adalah kesaluan masyarakat hukum yang rrrenrilik!

wewenanq untuk nlerigatur dan mengurus kepentingari

masyarakal setempat berdasarkan asal - asul dan adat istiadat

setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan

berada di Daerah Kabupaten Pati ,

Badan Perwakilan Desa yang selanlutnya disebut BPil adalah

Badan Perwakilan dari pemuka - pemuka masyarakat yang ada

di Desa yang berfungsi mengayomt adat tstiadat, rlembLrat

Peraturan Desa, menanlpung dan menyalurkan asptrasr

nrasyarakat serta ntelakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Pemerintahan Desa

lJt
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BAA II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN OAN

PENGGABUNGAN KELU RAHAN

Pasal 2

(1) Tujuan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan

Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan

penyelenggaraan pernerintahan secara berdaya guna dan

berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakal kawasan perkotaan sesuai dengan tingkat

perkembangan dan kemajuan pembangunan.

(2) Kelurahan dibentuk di Kawasan Perkotaan dengan

memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk,

potensi dan sosial budaya masyarakat setempat.

(3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal

ini terjadi karena pembentukan Kelurahan Baru diluar Kelurahan

yang telah ada ata* sebagai akibat Pemecahan K, lurahan I
Desa.

Pasal 3

(1) Keturahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak

memenuhi persyaratan lagi sebagai Kelurahan dapat dihapus

atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh

masyarakai Kelurahan yang bersangkutan.

(2) Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan

Kelurahan akan diatur lebih tanjut dengan Keputusan Bupati.
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(1)

Pasal 4

Kelurahan dibentuk dengan syaral-syarat sebagar berikut

a lumlah penduduk, yaitu sedikit - dikitnya 4000 (empat ribu)

liwa atau 800 (delapan ratus) Kepala Keluarga dan

sebanyak - banyaknya 20 000 (dua puluh ribu) yrwa atarl

4000 (empat ribu) Kepala Keluarga ,

b luas Wilayah, yaitu luas wilayah yang terlangkau dalanr

pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan memperhati-

kan jaringan perhubungan dan komunikasr yang tersedia ;

c letak Wilayah, yaitu luas wilayah yang memiliki laringarr
perhubungan atau komunikasi antar Lingkungan-lingkungan

yang letaknya memungkrnkan terpenuhinya faktor luas

wilayah sebagaimana dimaksud huruf b ayat inr ;

d sosial budaya, yaitu kondisi sosial masyarakat yang

memberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan

beragama dan bermasyarakat dalam hubungannya dengan

adat istradat ;

e potensi Kelurahan, yaitu tersedianya tempat untuk mala

pencaharian dan penghrdupan masyarakat ;

f sarana dan Prasarana, yaitu tersedianya atau kemungkinan

tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial,

pemasaran produksi dan prasarana pemerintahan

Kelurahan dibentuk dengan mentperhatikan cirr .crri srfat

masyarakatnya antara lain :

ma;emuk ;

drnamis ;

sensitif dan krrtis ;

dukungan sosial ekonomt mayoritas sudah terpengartrh

kehidupan kota
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Pasal 5

(1 ) Penrberrtukarr, Penghapusan dan Penggabungan Kelurairan
diusulkan oieh Lirralr melalui Camat kepada Bupati

(2) Usul Lurah sei;agaimana dimaksucJ ayat (1) Pasal inr oleh
Bupati drmintakan persetujuan kepada DpRD"

(3)Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Keluraharr
sebagaimarra dinraksud ayat (1) Pasal rni ditetapkan dengan
Peraturan iJaeralr

BAB III

NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasa! 6

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan
sebagairnana dimaksud Fasal 5 ayat (3) peraturan Daerah ini

menetapkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk dan batas
Kelurahan yang dibentuk.

Pasa! 7

(1) Berdasarkan pertrmbarrgan teknis penrerintahan dalam rangka
petayanan terhadap masyarakat, dapat diadakan penetapan
kembali dan atau perubahan batas Kelurahan.

(2) Fenetapan kernbali dan atau perubahan batas Kelurahan
sebagaimana dimaksud ayat {1) Pasal ini ditetapkan dengan
Peraturan Daeratr.
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BAB IV
PEMECAHAN KELURAHAN

Pasal 8

(1) Kelurahan yang karena perkernhrangan keadaan dan
pertimbangan - pertimbangan teknis pemerintahan denri
pelayanan kepada masyarakat dapat dipecah

(2) Pemecahan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (i) pasat rnr

diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat.

(3) Pemecahan Kelurahan oleh Bupati dimintakan persetujuan
DPRD untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah

(4) Tata Cara Pemecahan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini dratur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 9

(1) Desa - desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dibentuk menia<Jr

Kelurahan atas prakarsa masyarakat.

(2) Pembentukan l(elurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasat

ini diusulkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BpD kepada

Bupati melalui Camat.

(3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Desa menladi Kelurahan.
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Pasal 10

Derrgan ditetaipkanriya [-resa rnenjadi Kelurahan sebagarrnana
dirnaksud Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini, kewenangan clesa
sebagai suatu kesatuan rrrasyarakat hukum yang berhak mengatur
dan merrgurus keperrtingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat-rstiadat hrerubah menjarJr kewenangan wilayah kerla
Lurah sebagar Perangkat uaerali Kabupaten dr trawah Kecamatan

Pasal 11

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BpD dari
Desa yang ditetapkan menladi Kelurahan yang memenulri
persyaratan dapat diangkat menjadi pegawai Negerr Sipil
sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku
dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

(2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Desa yang
ditetapkan menjadi Kelurahan tetapi tidak memenuhi
persyaratan untuk diangkat menjadi pegawai Negeri Srpil, tetap
nrelaksanakan iugasnya sampai akhir masa jabatannya dan
dapat diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku

{3} BPD dari Desa yang berubah statusnya menjarJr Keiurahan,
kelembagaannya dihapus dan keanggotaannya diberhentikan

(4) Bagr anggota BPD yang tidak dapat diangkat sebagai pNS
diberhentikan darr keanggotaannya dan diberikan penghargaan
sesuai denqan kernampuan heuangarr Daerah
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Pasal 12

{ 1 ) Seluruh kekayaan dan surlber sumiier perrrjapiilarr yilnE
rnenjadi rrrrlik Pemerintah Desa, dengari berubahrrya Des;r
menladi Kelurahan, diserahkan dan rnenjadi nrilik perrierirrtair

Daerah

(2) Kekayaan dan sumber - sumber pendapatan sebaqainrilna
dimaksud ayal {1) trasal inr dikelola melalur Anggaran
Pendapatan dan Belanla Daerah Kabupaten dengan tetap
memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal - hat yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepan;arrg
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupatr.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan
yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah rni

clrnyatakan tidak berlaku lagi
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Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Pati

Ditetapkan di Pati

pada tanggal '!9 April 2001

BUPATI PATI,

trd,

YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati

pada tanggal 18 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

rtd,

SLAMET PRAWIRO

LEI\4BARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2OO1 NOMOR 82
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PENJELASAN

ATAS
r : :t: ]PERATURAN DAERAH KABI'PATEN PATI

NOMOR 14 TAHUN 2OO1

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. UMUM

Untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat maka atas
prakarsa masyarakat setempat dapat dilakukan Pembentukan, Penghapusan dan

Penggabungan Kelurahan. Dalam Pembentukan, Penghapusan dan

Penggabungan Kelurahan, maka hal yang perlu diperhatikan adalah
peningkatan pengembangan Kelurahan yang bersangkutan harus selaras dengan
tata masyarakatnya dan Tata Pemerintahan Kelurahan yang memungkinkan
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat lebih berdaya guna dan berhasil
guna.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Pasal I Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai

Pembentukan Kelurahan, maka perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan

Penggabungan Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL OEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jetas
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Pasal 3

Cukup 1el;;s

Pasal .tr

Cukirp ielas
Pasal 5

Cukup tela,.

Pasal 6

Cukrrp ;ela';

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal I
Cukup jelas

Pasal 10

Cukun jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

aYat {1)

Cukup jelas

ayat {2)

Kepala Desa dart I atau Perarrgkat Desa yang trdak nremenuhr syarat
drangkat sebagai Pegawar Neget'! Sriril selama rnenjalankan
tugasnya diberikan penghasilan sebagai mana tercantum dalam
Surat Keputusan Perigangkaiannya sebagai Kepala Desa dan I atau
Perangkal Desa yang trersaritlkutan



ayar (3 )

Cukult 1eit,r:,'

Pasal 13

Cukup leias

Pasal 14

Cttkrlp yr:las

Pasal .1 ti

Crrkirp lelas
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